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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2017  

TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI  

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu 

dikelola dengan tertib untuk mendukung proses 

penyidikan tindak pidana; 

b. bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai 

saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara 

penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, 

pengeluaran, dan pemusnahannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Negara tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118); 

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, 

dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 439); 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1714); 
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11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 020011/SK/KBPOM Tahun 2001  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG 

BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan 

penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan 

dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan. 

2. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses 

penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, 

pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang 

atau tempat khusus penyimpanan Barang Bukti. 

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik 

dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan 
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tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya. 

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

5. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan. 

6. Barang Temuan adalah benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang 

ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau PPNS.  

7. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di bidang 

penyidikan pada tingkat Pusat dan Kepala Balai 

Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan pada tingkat 

Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.  

8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya 

disingkat PPBB adalah Pegawai Negeri Sipil Badan 

Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh pejabat 

yang berwenang untuk menerima, menyimpan, 

mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan 

memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat 

khusus penyimpanan barang bukti. 

9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau 

tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan untuk 

menyimpan benda-benda sitaan PPNS berdasarkan sifat 

dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB. 

10. Hari adalah hari kalender. 
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BAB II 

BARANG BUKTI 

 

Pasal 2 

Barang Bukti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini 

meliputi: 

a. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

b. benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;  

c. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 

melakukan tindak pidana;  

d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 

tindak pidana yang dilakukan; dan 

e. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 

penyidikan tindak pidana. 

 

Pasal 3 

Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

digolongkan berdasarkan: 

a. benda bergerak; dan  

b. benda tidak bergerak. 

 

Pasal 4 

(1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a merupakan benda yang dapat dipindahkan 

dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

(2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan sifatnya dapat berupa benda yang: 

a. berbahaya dan beracun; 

b. mudah rusak;  

c. mudah menguap; 

d. mudah terbakar; dan 

e. mudah meledak. 
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